SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor

Mengingat

: 1.

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2010 tentang  Retribusi Pelayanan  Dibidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin
Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dicabut;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan
penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau

Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2151);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
4832);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Timur (Lembaran Daerah KabupatenKotawaringin Timur Nomor
9 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 142 Tahun 2008);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22; sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten kotawaringin Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012
Nomor 3).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DAN
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
DIBIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kotawaringin Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2010 Nomor 10) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014





